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LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR 
 
 
 
 
 
 

 
 

TAHUN   2007   NOMOR  2   SERI    E  
 

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 
NOMOR  6 TAHUN    2007 

TENTANG 

 
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BOGOR, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin 
terlaksananya tertib administrasi dan tertib 
pengelolaan barang milik daerah diperlukan 
adanya pengaturan yang integratif dan 
menyeluruh; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengelolaan barang milik daerah 
diatur dalam Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;  
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota 
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 
Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah 
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
551); 

2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan 
Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2013); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3815); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 
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7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004              
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 
tentang Penjualan Kendaraan Perorangan 
Dinas Milik Negara (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2967); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 
tentang Rumah Negara  (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 
tentang Rumah Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4515); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3643);  

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  
2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor  49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2005 Nomor 4503);      

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609); 
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16. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 
tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri; 

17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah 
diubah terakhir kali dengan Peraturan 
Presiden  Nomor 79 Tahun 2006;  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 
Tahun 1997 tentang Tuntutan 
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 
Keuangan dan Barang Daerah; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 
Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan 
Barang dan Hutang Piutang pada Daerah 
yang Baru Dibentuk; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 
Tahun 2001 tentang Sistem Informasi 
Manajemen Barang Daerah; 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 
Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan 
Nomor Kode Barang Daerah 
Provinsi/Kabupaten/Kota;       

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 
Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian 
Barang Daerah; 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 
Tahun 2003 tentang Organisasi danTata 
Kerja Departemen Dalam Negeri; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 
Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan 
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 
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